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KOTA  BANDUNG 

TAHUN 
 

: 2008 NOMOR 
 

: 12

PERATURAN  DAERAH  KOTA  BANDUNG 
 

NOMOR    12...TAHUN  2008 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 
 

WALIKOTA BANDUNG, 
 

Menimbang :  a. bahwa pengaturan pungutan daerah di bidang perhubungan telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001; 

b. bahwa dengan kondisi perkembangan ekonomi saat ini dan kebijakan 

nasional dibidang perhubungan serta terbitnya peraturan perundang-undangan 

yang baru, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali dan 

penyesuaian terhadap pengaturan pungutan daerah di bidang perhubungan; 

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu 

membentuk Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi di Bidang Perhubungan; 

 
Mengingat   :  1.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar  dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3266); 

3. Undang ... 

 



2

3.   Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  3209); 

4.     Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor   3486); 

5.  Undang-Undang   Nomor   18   Tahun   1997   tentang   Pajak Daerah dan     

Retribusi Daerah  sebagaimana     telah   diubah   dengan   Undang-Undang    

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran   Negara   Tahun   1997   Nomor   41,   

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685   jo. Lembaran   

Negara  Republik Indonesia Tahun   2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4493); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004   tentang   Perimbangan Keuangan   

Antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang   Nomor   38   Tahun   2004 tentang   Jalan   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358); 

11. Peraturan   Pemerintah   Nomor   41   Tahun   1993   tentang   Angkutan Jalan   

(Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun  1993   Nomor   59,   

Tambahan Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor   3526); 

12. Peraturan ... 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan   

Bermotor   di   Jalan   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun   1993 

Nomor   60,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor   

3528); 

13. Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tahun   1993   tentang   Prasarana   dan 

Lalu  Lintas  Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, 

Tambahan Lembaran   Negara  Republik Indonesia Nomor  3529); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan   

Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, 

Tambahan   Lembaran   Negara  Republik Indonesia Nomor   3530); 

15. Peraturan   Pemerintah   Nomor   66   Tahun   2001   tentang   Retribusi  

Daerah   (Lembaran   Negara  Republik Indonesia Tahun   2001   Nomor   

119); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran   

Negara  Republik Indonesia Nomor   4655); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

19. Peraturan   Daerah   Kotamadya   Daerah   Tingkat   II   Bandung   Nomor 04 

Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai  Negeri   Sipil   Yang Melakukan   

Penyidikan   Terhadap   Pelanggaran   Peraturan   Daerah    Yang   Memuat   

Ketentuan    Sanksi/Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung Nomor 10 Seri C Tahun 1986); 

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 

1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 

(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 

Nomor 3 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung 

Tahun 2007 Nomor 08); 

22. Peraturan ... 
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22. Peraturan   Daerah   Kota   Bandung   Nomor   02   Tahun   2008 tentang   

Penyelenggaraan   Perhubungan   di   Kota   Bandung (Lembaran Daerah 

Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 02); 

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 

2008 Nomor 05); 

 

Dengan   Persetujuan Bersama 

DEWAN   PERWAKILAN   RAKYAT   DAERAH   KOTA   BANDUNG 

dan 

WALIKOTA BANDUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN   DAERAH   KOTA   BANDUNG  TENTANG RETRIBUSI DI 

BIDANG PERHUBUNGAN. 

 
BAB  I 

 
KETENTUAN    UMUM 

 
Pasal    1 

 
Dalam   Peraturan   Daerah   ini   yang   dimaksud   dengan  : 
1. Pemerintah   adalah   Pemerintah   Pusat. 
2. Daerah   adalah   Daerah  Kota   Bandung. 
3. Pemerintah   Daerah   adalah   Pemerintah   Kota   Bandung. 
4. Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  

adalah   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   Kota   Bandung. 
5. Walikota   adalah   Walikota   Bandung. 
6. Pejabat   yang   ditunjuk   adalah   Pejabat   dilingkungan   Pemerintah   

Daerah   yang   berwenang   di   bidang   Penyelenggaraan   Perhubungan   
dan   mendapat   pendelegasian   dari   Walikota. 

7. Angkutan  adalah  perpindahan  orang  dan/atau  barang  dari  suatu  tempat  
ke  tempat  lain  dengan  menggunakan  kendaraan. 

8. Kendaraan  adalah  suatu  alat  yang  dapat  bergerak  dijalan,  terdiri  dari  
kendaraan  bermotor  atau  kendaraan  tidak  bermotor. 

9. Kendaraan  Umum  adalah  setiap  kendaraan  bermotor  yang  disediakan  
untuk  dipergunakan  oleh  umum  dengan  dipungut  bayaran; 

 
10. Kendaraan ... 
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10. Kendaraan  khusus  adalah  kendaraan  bermotor  selain  daripada  kendaraan  
bermotor  untuk  penumpang  dan  kendaraan  bermotor  untuk  barang  yang  
pengangkutannya  untuk  keperluan  khusus  atau  mengangkut  barang-
barang  khusus. 

11. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan  untuk  mengangkut  
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat  itu  sendiri  dan  dirancang  
untuk  ditarik  oleh  kendaraan  bermotor. 

12. Kereta  tempelan  adalah  suatu  alat  yang  dipergunakan  untuk  mengangkut  
barang  yang  dirancang  untuk  ditarik  dan  sebagian  bebannya  ditumpu  
oleh  kendaraan  bermotor  penariknya. 

13. Sepeda  motor  adalah  kendaraan  bermotor  roda  dua  atau  tiga  tanpa  
rumah-rumah,  baik  dengan  ataupun  tanpa  kereta  samping. 

14. Jumlah  berat  yang  diizinkan  yang   selanjutnya disingkat  JBI  adalah  
berat maksimum  kendaraan  bermotor  berikut  muatannya  yang  diizinkan  
berdasarkan  kelas  jalan  yang  dilalui. 

15. Perusahaan  angkutan  umum  adalah  perusahaan  yang  menyediakan  jasa  
angkutan  orang  dan/atau  barang  dengan  kendaraan  umum  di  jalan. 

16. Terminal adalah  prasarana  transportasi  jalan  untuk keperluan  memuat  
dan/atau menurunkan  orang  dan/atau  barang  serta  mengatur  kedatangan  
dan/atau pemberangkatan  kendaraan  umum  yang  merupakan  wujud  
simpul  jaringan  transportasi. 

17. Bengkel Umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang  berfungsi  
membetulkan, memperbaiki dan  merawat  kendaraan  bermotor  agar  tetap  
memenuhi  persyaratan  teknis  dan  laik  jalan. 

18. Penilaian  teknis  adalah  penilaian  terhadap  komponen kendaraan  yang  
akan  dihapuskan  dan/atau  dibesituakan  dalam  satuan  prosentase. 

19. Kas   Daerah   adalah   Kas   Pemerintah   Kota   Bandung. 
20. Jasa  adalah  kegiatan  pemerintah  daerah  berupa  usaha  dan  pelayanan  

yang  menyebabkan  barang, fasilitas  atau  kemanfaatan  lainnya  yang  
dapat  dinikmati  oleh  orang,  pribadi  ataau  badan. 

21. Retribusi   adalah   Pungutan   Daerah   sebagai   Pembayaran   atas   jasa   
atau   pemberian   izin   tertentu   yang   khususnya   disediakan   dan/atau 
diberikan   oleh   Pemerintah   Daerah   untuk   kepentingan   orang   Pribadi   
dan/atau    Badan. 

22. Retribusi  jasa  umum  adalah  retribusi  atas  jasa  yang  disediakan  atau  
diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan 
kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang,  pribadi  atau  
badan. 

 

23. Retribusi ... 

 


